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ABSTRAK : -  

 

Bahwa, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 
Tahun 2021 telah ditetapkan Penyusutan Barang Milik Daerah dan 
Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran 1.08 Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
(PSAP) 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53 yang menyatakan 
bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 
aset yang bersangkutan dan Paragraf 79 yang menyatakan bahwa aset 
tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak 
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya. 

 -  

 

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 
1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 
Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan 
PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 
Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 
Tahun 2016; Permenkeu No. 181/PMK.06 Tahun 2016; PermenPUPR 
No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 1 Tahun 2019; Kepmenkeu No. 
295/KM.6/2019. 

 -  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara 
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan 
Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 10), 
diubah sebagai berikut:  

a. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus; 

b. Ketentuan Pasal 23 dihapus 

 
CATATAN : 

 
- 

 
 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 
Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2023. 
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